
Lampiran II, hal. 25 
 

Lampiran  : Keputusan Bupati Fakfak  

Nomor  :.............................. 

Tanggal  :............................. 

 
NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN FAKFAK TAHUN............................. 

 

NO 

NAMA 
LENGKAP 
DAN GELAR 
AKADEMIS 
DLL 

DATA UMUM 

 Tempat 
Lahir 

 Tanggal 
Lahir 

 Alamat 
Rumah 

UNSUR 

 Perguruan 
Tinggi 

 Asosiasi 
Profesi 

 Masyarakat 
Ahli 

 Masyarakat 
Adat 

BIDANG 
KEAHLIAN 

IJAZAH 
TERAKHIR 

 Nama 
Perguruan 
Tinggi 

 Nama Lembaga, 
dsb. 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 

     

      

        BUPATI FAKFAK, 

 

 

  ………………………
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DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Status tanggal  :  

Kabupaten   :    

Penanggung jawab : 

NO 

NAMA DAN 

GELAR 
AKADEMIS 

DATA UMUM 

 Tempat 
Lahir 

 Tanggal 
Lahir 

 Alamat 
Rumah 

UNSUR 

 Perguruan 
Tinggi 

 Asosiasi 
Profesi 

 Masyarakat 
Ahli 

 Masyarakat 
Adat 

BIDANG 
KEAHLIAN 

DAN 
PENGALAMAN 

KERJA 

IJAZAH 
TERAKHIR 

 Nama 
Perguruan 
Tinggi 

 Nama 
Lembaga, 
dsb. 

DITETAPKAN 
SEBAGAI TABG 

 

 Tanggal 

STATUS 

PENUGASAN 
SEBAGAI 

TABG 

 Tanggal 

PEMBERHENTIAN 
DARI TABG 

 Tanggal 

 Alasan 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya
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Bagian – G 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP TENTANG 

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG 

 

KOP DINAS PUPR2KP 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP 

KABUPATEN FAKFAK 

NOMOR : ........../............/........... 

 

TENTANG 

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  

KABUPATEN FAKFAK 

  

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan 

gedung tahun…………., khususnya untuk bangunan 

gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya 

Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan 

nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional 

kepada Dinas PUPR2KP, DPMPTSP, dan institusi 

lainnya;  

   b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan 

pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana 

teknis bangunan untuk kepentingan umum;  

   c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b 

meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur 

asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 

termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi Dinas PUPR serta instansi teknis terkait; 

    d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan 

bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini 

yang dipilih dari basis data Anggota Tim Ahli 

Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun………., 

serta berdasarkan penugasan dari instansi teknis 

terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai 

Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak 

Tahun…………..; 
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   e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan 

d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 

PUPR2KP Kabupaten Fakfak.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

   2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

   3.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 

Ahli Bangunan Gedung;  

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4532); 

 5. Peraturan  Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013); 

 6.  Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014); 

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak 

...........................; 

 8. Peraturan Bupati Fakfak Nomor ......... Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak; 
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 9. Peraturan Bupati Fakfak Nomor  56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 

Nomor 056); 

Memperhatikan:  1. Surat asosiasi profesi…….......….Nomor :…………....... 

tanggal.....................tentang Usulan nama-nama calon 

anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun.........................  

  2. Surat dari perguruan tinggi....................Nomor : 

……......tanggal...................tentang Usulan nama calon 

anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun...................... 

  3. Surat dari masyarakat ahli.............Nomor:……… 

…..........tanggal............................tentang usulan 

nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun................................  

 4. Surat dari masyarakat adat......................Nomor: 

………tanggal..............tentang Usulan nama-nama 

calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun.................. 

 5. Surat dari instansi......................Nomor :……… 

…..........tanggal............................tentang Usulan 

nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun................................ 

 

     MEMUTUSKAN:  

Menetapkan :   

KESATU : Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun ……. secara kasus per kasus dengan nama-nama 

yang tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya 

atau tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran 

1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak  Tahun……………..  

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri 

dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua 

merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan 

Anggota; 

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 
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b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh 
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan 

Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas; 

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan 

koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas 
Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab 

kepada Ketua; 
d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan 

administratif dan kelengkapan dalam proses 

pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 
e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 

Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait 

bertugas memberikan masukan untuk 
mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen 
rencana teknis bangunan gedung tertentu yang 
dinilai; 

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 
termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional 

bertugas memberikan masukan teknis professional 
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 

 
KETIGA : Pembagian tugas Tim Ahli Bangunan Gedung 

berdasarkan kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu: 

a. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Muda 

untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 

1 – 3 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000 

(lima ribu) meter persegi; 

b. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat 

Madya untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai 

antara 4 – 8 lantai dengan luas bangunan krang dari 

5000 (lima ribu) meter persegi; 

c. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat 

Utama untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai 

lebih dari 8 lantai dengan luas bangunan diatas 5000 

(lima ribu) meter persegi; 

 

KEEMPAT : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 

ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya 

Keputusan ini;  

KELIMA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 

dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 

2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/ 

alasan yang dapat diterima untuk menunjang 

pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait 

bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa 

kerja TABG  selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan; 
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KEENAM : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa 

tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang 

bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya 

keanggotaan; 

KETUJUH : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada 

Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan 

pada saat pelantikan; 

KEDELAPAN : Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium 

yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per 

kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera 

pada Lampiran 2 Keputusan ini; 

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen 

Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota .........; 

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun. 

        

     DITETAPKAN DI :  .......................... 

     PADA TANGGAL :  ……................... 

                                                 

      KEPALA DINAS PUPR2KP 

KABUPATEN FAKFAK, 

 

     

 

  ………………………………. 

   

Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Bupati Fakfak di Fakfak; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak; 
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II, hal. 32 
 

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak  

Nomor : .............. 

Tanggal : .............. 

Tentang : Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak  Tahun ......... 

 

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN FAKFAK TAHUN ..... 

NO NAMA 
UNSUR/ 

INSTANSI 

BIDANG 
KEAHLIAN/

TUPOKSI 

KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

PENUGASAN 
KE- 

1 2 3 4   

1    Pengarah   

2    Ketua (ex officio)   

3    Wakil Ketua (ex 
officio)  

 

4    Sekretaris (ex 
officio)  

 

dst    Anggota   

 

                                               

          KEPALA DINAS PUPR2KP 

KABUPATEN FAKFAK, 

     

   

 ………………………………. 
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Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak 

Nomor : .............. 

Tanggal : .............. 

Tentang : Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak  Tahun ......... 

 

 

DAFTAR REMUNERASI  

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN FAKFAK TAHUN ..... 

 

NO. 
KEDUDUKAN DALAM 

TIM 
REMUNERASI PER BULAN/JAM (Rp.) 

1  2 

1. Pengarah  

2. Ketua  

3. Wakil Ketua   

4. Sekretaris   

5. Anggota   

dst   

 

                            

 KEPALA DINAS PUPR2KP 

 KABUPATEN FAKFAK, 
     

 

 

       ………………………………. 
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Bagian – H 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP TENTANG 

PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG 

 

KOP DINAS PUPR2KP 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK 

NOMOR ……./…. 

TENTANG 

PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  

KABUPATEN FAKFAK 

  

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan 

terkait penyelenggaraan bangunan gedung, 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan 

terkait bangunan gedung, penyelesaian kasus hukum 

terkait permasalahan bangunan gedung diperlukan 

adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk 

memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan 

profesional kepada Dinas PUPR2KP, DPMPTSP, dan 

institusi lainnya;  

   b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan 

pertimbangan profesional terhadap masalah yang 

terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung;  

   c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b 

meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur 

asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 

termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi Dinas PUPR serta instansi teknis terkait;  

   d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan 

bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini 

yang dipilih dari basis data Anggota Tim Ahli 

Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak Tahun………., 

serta berdasarkan penugasan dari instansi teknis 

terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai 

Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak 

Tahun…………..; 
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   e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan 

d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 

PUPR2KP Kabupaten Fakfak.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

   2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

   3.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 

Ahli Bangunan Gedung;  

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4532); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak  Nomor 4 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014); 

7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056); 
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Memperhatikan:  1. Surat asosiasi profesi…….......….Nomor :…………....... 

tanggal.....................tentang Usulan nama-nama calon 

anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun.........................  

  2. Surat dari perguruan tinggi....................Nomor : 

……......tanggal...................tentang Usulan nama calon 

anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun...................... 

  3. Surat dari masyarakat ahli.............Nomor:……… 

…..........tanggal............................tentang usulan 

nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun................................  

 4. Surat dari masyarakat adat......................Nomor: 

………tanggal..............tentang Usulan nama-nama 

calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun.................. 

 5. Surat dari instansi......................Nomor :……… 

…..........tanggal............................tentang Usulan 

nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Tahun................................ 

      

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

KESATU : Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun 

…….  secara kasus per kasus nama-nama yang tertera 

pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau tugas 

pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran 1 

Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak Tahun……………..  

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri 

dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua 

merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan 

Anggota; 

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh 

proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan 
Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas; 
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c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan 
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas 

Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab 
kepada Ketua; 

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan 

administratif dan kelengkapan dalam proses 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait 
bertugas memberikan masukan untuk 

mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen 
rencana teknis bangunan gedung tertentu yang 

dinilai; 
f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 

asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 
termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional 
bertugas memberikan masukan teknis professional 

sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 
 

KETIGA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 

ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya 

Keputusan ini;  

KEEMPAT : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 

dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 

2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/ 

alasan yang dapat diterima untuk menunjang 

pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait 

bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa 

kerja TABG  selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan; 

KELIMA : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa 

tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang 

bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya 

keanggotaan; 

KEENAM : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada 

Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan 

pada saat pelantikan; 

KETUJUH : Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium 

yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per 

kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera 

pada Lampiran 2 Keputusan ini; 

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen 

Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota .........; 
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KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun. 

        

     DITETAPKAN DI :  .......................... 

     PADA TANGGAL :  ……................... 

      

        KEPALA DINAS PUPR2KP 

   KABUPATEN FAKFAK, 

     

 

  ………………………………. 

   

Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Bupati Fakfak di Fakfak; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak; 
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas PUPR  

Nomor : .............. 

Tanggal : .............. 

Tentang : Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak Tahun ......... 

 

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN FAKFAK TAHUN ..... 

NO NAMA 
UNSUR/ 
INSTANSI 

BIDANG 
KEAHLIAN/TUPO

KSI 

KEDUDUKAN 
DALAM 

TIM 

PENUGASAN
KE- 

1 2 3 4   

1    Pengarah   

2    Ketua (ex 
officio)  

 

3    Wakil Ketua 

(ex officio)  

 

4    Sekretaris (ex 
officio)  

 

dst    Anggota   

                                                   

           KEPALA DINAS PUPR2KP 

KABUPETEN FAKFAK, 

     

   

 ………………………………. 
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Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak  

Nomor : .............. 

Tanggal : .............. 

Tentang : Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung 

Kabupaten Fakfak Tahun ......... 

 

 

DAFTAR HONORARIUM  

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN FAKFAK TAHUN ..... 

 

NO. 
KEDUDUKAN DALAM 

TIM 
HONORARIUM PER BULAN/JAM (Rp.) 

1  2 

1. Pengarah  

2. Ketua  

3. Wakil Ketua   

4. Sekretaris   

5. Anggota   

dst   

 

                         

 KEPALA DINAS PUPR2KP  

 KABUPATEN FAKFAK, 
   

  

       ………………………………. 
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Bagian – I 

DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS 
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